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ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Tanjung Palas, Kecamatan
Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan, pada bulan Juni 2024 hingga selesai. Tujuan
penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan infrastruktur sarana dan
prasarana di SMA Negeri 1 Tanjung Palas, serta mengidentifikasi faktor-faktor
yang mempengaruhinya. Permasalahan berawal dari keterbatasan fasilitas
pendidikan seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan sarana
pendukung lainnya yang berdampak pada kualitas pembelajaran. Penelitian ini
menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan mencakup
rehabilitasi ruang kelas, pembangunan fasilitas penunjang, pengadaan mengajar
belajar dan perangkat pembelajaran berbasis teknologi, optimalisasi Dana BOS
untuk pemeliharaan, serta monitoring dan pendampingan teknis. Kebijakan ini
memberikan dampak positif terhadap kenyamanan belajar, ketersediaan sarana
praktik, dan motivasi siswa. Namun, pelaksanaan masih terkendala keterbatasan
anggaran, hambatan geografis, keterlambatan pencairan dana, dan rendahnya
kapasitas teknis pengelola sekolah. Keberhasilan program dipengaruhi oleh faktor
komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi.
Kesimpulannya, kebijakan Dinas Pendidikan telah mengarah pada peningkatan
infrastruktur SMA Negeri 1 Tanjung Palas, namun memerlukan perencanaan
berbasis data, koordinasi lintas sektor, dan strategi pembiayaan berkelanjutan.

Kata kunci Kebijakan pendidikan, infrastruktur sekolah, sarana
prasarana, SMA Negeri 1 Tanjung Palas



NORTH KALIMANTAN PROVINCE’S EDUCATION AND
CULTURE OFFICE POLICY ON IMPROVING SCHOOL
INFRASTRUCTURE SENIOR HIGHT SCHOOL STATE
SENIOR HIGH SCHOOL 1 TANJUNG PALAS

By :
Zakariansyah
NPM. 201851055
State Administration Study Program
Faculty Of Social and Political Science
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ABSTRACT

This research was conducted at SMA Negeri 1 Tanjung Palas, Tanjung
Palas District, Bulungan Regency, from June 2024 until completion. The aim of
the study was to examine the policies of the Education and Culture Office of
North Kalimantan Province in improving the infrastructure and facilities at SMA
Negeri 1 Tanjung Palas, as well as to identify the factors influencing them. The
problem arose from the limited educational facilities such as classrooms,
laboratories, libraries, and other supporting infrastructure, which affect the quality
of learning. This study employed a descriptive qualitative method with data
collected through interviews, observations, and document studies.

The results indicate that the implemented policies include classroom
rehabilitation, construction of supporting facilities, procurement of furniture and
technology-based learning equipment, optimization of BOS (School Operational
Assistance) funds for maintenance, and technical monitoring and assistance.
These policies have had a positive impact on learning comfort, the availability of
practical facilities, and student motivation. However, the implementation is still
constrained by limited budgets, geographical challenges, delays in fund
disbursement, and the low technical capacity of school management. The success
of the program is influenced by factors such as communication, resources,
implementer disposition, and bureaucratic structure. In conclusion, the policies of
the Education Office have led to improvements in the infrastructure of SMA
Negeri 1 Tanjung Palas, but require data-based planning, cross-sector
coordination, and sustainable financing strategies to achieve optimal outcomes.

Keywords Education policy, school infrastructure, facilities, SMA
Negeri 1 Tanjung Palas
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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Secara umum sebagaimana yang telah didukung dengan aturan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 45 Ayat 1 berbunyi “Setiap satuan pendidikan formal dan
nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan
pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik,
kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.”
Selanjutnya, dijelaskan juga dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan
Nasional Pasal 35 ayat 1 bahwa standar sarana dan prasarana pendidikan
mencakup ruangan belajar, tempat beribadah, tempat olahraga,
perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain dan ruangan
lainnya yang mendukung proses pembelajaran.

Perkembangan pendidikan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi
menuntut sekolah dapat beradaptasi dengan perubahan. kegiatan Pendidikan
sekolah dipengaruhi salah satu aspek yaitu sarana dan prasarana yang harus
terus dibina dan dikembangkan. Lembaga pendidikan dan infrastruktur
dalam proses pembelajaran merupakan salah satu faktor penting. Sarana
dan prasarana pendidikan ini sebagai input pendidikan yang memegang
peranan penting dalam proses pembelajaran. Menurut Permendiknas No. 24
Tahun 2007, prasarana merupakan fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi
sekolah/madrasah (Depdiknas, 2007).

Sekolah sangat membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana
1



dalam menunjang proses belajar mengajar, adanya sarana dan prasarana
yang baik maka proses belajar bisa dilaksanakan dengan baik juga. Sarana
prasarana pendidikan dapat di artikan semua alat yang secara langsung
maupun tidak langsung digunakan untuk memperlancar proses bimbingan,
pembelajaran, baik secara individu maupun kelompok, formal maupun
nonformal guna mengubah tingkah laku dan pengetahuan individu dalam
menjalani kehidupannya di masyarakat (Triyono, 2019:101).

Sarana dan prasarana yang sesuai akan memotivasi siswa. Belajar
dan menerima pembelajaran. Kurangnya fasilitas belajar yang lengkap Hal
ini dapat menjadi faktor yang menghambat pembelajaran. kesuksesan di
sekolah Hal ini merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi pelajar dan
mahasiswa. Saya dicintai olehnya dan diri saya sendiri, tetapi saya masih
memiliki banyak keinginan untuk belajar. Tidak nyambung dengan jiwa
siswa. kurangnya kesadaran tentang Peran pendidikan di kalangan pelajar
telah terancam dari generasi ke generasi Generasi pelapis bangsa. Secara
tidak langsung fasilitas \belajar mempunyai dampak yang besar. Tentang
berhasil atau tidaknya proses pembelajaran: peralatan yang tidak memadai
Menjadi sulit bagi siswa untuk mulai belajar. Di sisi lain, mengenai
peralatan dan standar, Pendidikan yang tepat meningkatkan keinginan
belajar siswa. Jika Anda memiliki motivasi Karena Anda dapat melihat
siswa Anda belajar, keberhasilan mereka tidak diragukan lagi. Keterlibatan
pemerintah dalam wilayah pendidikan juga tidak harus dominan
(sentralistis), pada pembangunan non-fisik semata-mata, tapi perlu

kemudian dilakukan perimbangan yang adil antara pembangunan fisik dan



non-fisik. Posisi pendidikan di daerah yang bila berkecenderungan
diskriminatif dalam tahap pelaksanaan pembangunan yang bersandar pada
nilai-nilai keadilan, kiranya membutuhkan perbaikan serta penyesuaian
yang proporsional.

Sayangnya, masih banyak sekolah terpencil yang mengalami
kekurangan fasilitas pendukung pembelajaran infrastruktur sarana dan
prasarana disejumlah sekolah masih jauh dari memadai, sehinga
menghambat proses belajar mengajar. Pemerintah sering kali dinilai kurang
adil dalam upaya peningkatan kualitas peningkatan kualiatas pendidikan di
wilayah terpencil. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dengan
cara mengukur hasil dari akhir dari program yang telah dilaksanakan serta
membandingkannya dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai.

Bila ditinjau kebelakang, sejenak apa yang sampaikan Ki Hajar
Dewantara dalam (Mohammad Yamin, 2009) pendidikan menumbuhkan
semangat nasionalisme dan patriotisme guna memperjuangkan
kepentingan-kepentingan bangsa di atas kepentingan-kepentingan politik
yang kerdil dan sempit, yang kemudian hanya mengorbankan kepentingan
bangsanya.

Dinas Pendidikan sebagai lembaga pendidikan dengan kebijakannya
harus mengakomodir, merancang, melaksanakan, momonitor, serta
mengevaluasi program pedidikan tidak terkecuali dalam pengelolaan sarana
dan prasarana. Dinas pendidikan tingkat provinsi memiliki peran penting
dalam mengelola sarana dan prasarana dan meningkatkan kualitas

pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki tanggung jawab penuh serta



1.2.

seluruh aspek operasional penyelengaraan pendidikan mulai dari

perencanaan, pengorganisasian, implementasi sampai pada pengawasan

yang dilakukan. Demikian halnya dengan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bahwa memiliki

peranan dalam penyelenggaraan pendidikan sangat penting, dan

bawasannya memiliki tanggung jawab serta mempunyai tantangan dalam
rangka meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di Kalimantan Utara.

Oleh karena itu, Kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah

Provinsi Kalimantan Utara berorientasi pada pembangunan yang merata

bagi setiap satuan pendidikan. Berawal dari pandangan bahwa pendidikan

adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam rangka membangun
bangsa secara utuh, maka dari itu penulis tertarik mengangkat judul tentang

Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dalam

meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana Kebijakan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Utara Dalam Meningkatkan Infrastruktur Sarana dan
Prasarana Sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas?

b. Faktor apa saja yang mempengaruhi kebijakan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara Dalam Meningkatkan
Infrastruktur ~ Sarana dan Prasarana Sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung

Palas?



1.3. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang
dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Kalimantan Utara dalam meningkatkan infrastruktur
sarana dan prasarana Sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas.

b. Untuk mengetahui Faktor yang mempengaruhi kebijakan Dinas
Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara dalam
meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana Sekolah di SMA
Negeri 1 Tanjung Palas.

1.4. Manfaat Penelitian
1) Menjadi sumber refrensi bagi peneliti lain yang mengkaji mengenai
kebijakan institusi dan administrasi negara.
2) Sebagai kontribusi ilmu pengetahuan di bidang administrasi negara,
khususnya administrasi dan kebijakan pendidikan.
3) Bagi pembaca penelitian ini dapat menambah pengetahuan

mengenai kebijakan institusi.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Indentifikasi/Pembatasan Konsep
Menurut chaplin dalam Kartono (2008) menyatakan bahwa
identifikasi adalah proses pengenalan , menetapkan obyek atau individu
dalam suatu kelas sesuai dengan karakteristik tertentu.Mengidentifikasi
masalah sangat penting bagi peneliti supaya penelitian yang dikaji tidak
lepas dari obyek penelitian. Pembatasan masalah dalam penelitian ini
mencakup
2.2. Penelitian Terdahulu
Tabel 2.1.
Penelitian Terdahulu
Nama Tujuan Hasil
No. Peneliti Judul Penelitian Penelitian
1. | Firadusi, “Analisis memuat kajian implementasi
Marsidin, & | Kebijakan dan pustaka tentang kebijakan dari
Sabandi Pengelolaan kebijakan sarana | standar sarana
(2020) Pendidikan Dasar | dan prasarana dan prasarana
Terkait Kebijakan | berdasarkan seperti

Standar Sarana dan | Peraturan Menteri | pengelolaan,

Prasarana di Pendidikan pemanfaatan,
Sekolah Dasar Nasional inventarisasi,
Republik kendala dan

Indonesia Nomor | dampak yang
24 Tahun 2007 terjadi.




Persamaan
kedua
penelitian yaitu
sama-sama
melakukan
penelitian
tentang standar
sarana dan
prasarana di
sekolah dasar.

Lestari, D. D. | Kebiajakan dinas Menunjukan Adanya
(2019) pendidikan bahwa kebijkan peningkatan
kabupaten kudung | yang fasilitas
Kidul dalam memfokuskan Pendidikan
peningkatan pada seperti
infrastruktur sarana | meningkatkan laboratorium
prasarana di infrastruktur ruang belajar
sekolah menengah | sarana prasarana | dan sarana
atas di sma membawa | prasarana
dampak positif lainnya
terhadap merupakan
pencapaian faktor untuk
belajar siswa meningkatkan
prestasi siswa
di sekolah
Aries fitriani | Dampak kebijakan | Kebijakan dinas Kualitas sarana
(2017) dinas Pendidikan pendidikan yang | prasarana juga
malang dalam memberikan menunjukan
peningkatan prioritas pada kualitas




infrastruktur sarana | peningkatan sekolah yang

prasarana terhadap | infrastruktur baik dalam

motivasi belajar sarana prasarana | iklim belajar di

siswa mampu sekolah
memberikan

motivasi siswa

dalam belajar

2.3. Kajian Teoritis

2.3.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan dapat dipahami sebagai suatu kumpulan keputusan
yang bijak oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam arti
bahwa Keputusan yang diambil memiliki kepetingan masyarakat
umum, keputusan yang paling ideal, keputusan yang mencerminkan
etika atau keputusan yang adil.“Kebijakan ialah pedoman untuk
bertindak™.

Kebijakan juga memiliki arti umum dan spesifik. Dalam arti
umum, kebijakan menunjuk pada jaringan keputusan atau sejumlah
tindakan yang memberikan arah, koherensi, dan kontinuitas. Dalam
kaitan ini, Greer and Paul Hoggett (1999) memaknai kebijakan
sebagai sejumlah tindakan atau bukan tindakan yang lebih dari
sekadar  keputusan  spesifik. Dalam arti  spesifik, ide
kebijakanberkaitan dengan cara atau alat (means) dan tujuan (ends),
dengan fokus pada seleksi tujuan dan sarana untuk mencapai sasaran

yang diinginkan.




2.3.2. Tujuan Kebijakan
Tujuan kebijakan tergantung pada bidang dan permasalahan

yang menjadi fokusnya, namun secara umum tujuan kebijakan pada

dasarnya adalah untuk mencapai hasil yang diinginkan atau

memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat atau organisasi.

Berikut adalah beberapa tujuan kebijakan umum.

a. Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan masyarakat :
Banyak kebijakan dibuat untuk meningkatkan proses transmisi
pengetahuan, sikap, kepercayaan, keterampilan dan aspek-aspek
perilaku lainnya kepada generasi ke generasi. Dengan
pengertian seperti itu, sebenarnya upaya tersebut sudah
dilakukan sepenuhnya oleh kekuatan-kekuatan masyarakat

b. Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan politisi:
Kebijakan ini dapat di rancang dari sumbangan Pendidikan
terhadap perkembangan politik pada tingkatan social yang
berbeda. Pendidikan diharapkan dapat memberikan kontribusi
dalam memberikan hal yang positif dalam generasi masyarakat
dalama spek keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga
semakin demokratis.

c. Tujuan kebijakan dilihat dari tingkatan ekonomi dapat bervariasi
pada makro ekonomi dan mikro ekonomi tujuan setiap tingkatan
tersebut untuk melihat perspektif yang berbeda:

1) Makro ekonomi membantu menganalisis trend jangka



Panjang dalam dasar pembuatan kebijakan dalam rancangan

strategi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas.

2) Mikro ekonomi memahami perilaku ekonomi yang lebih
spesifik dalam memberikan wawasan kepada agenda dalam
mengambil keputusan dan beriteraksi di pasar.

2.3.3. Kebijakan Pendidikan

Kita sering mendengar tentang kebijakan pendidikan, namun
belum sepenuhnya dipahami kebijakan dan Pendidikan mempunyai
berbagai makna yang begitu luas dan bermacam macam. Kebijakan
pendidikan sesungguhnya lahir dari ilmu pendidikan sebagai ilmu
praktis merupakan kesatauan antara teori dan praktek pendidikan
yang mengatur kehidupan manusia berkaitan dengan kebutuhan
layanan pendidikan untuk mencerdaskannya. Oleh sebab itu,
kebijakan pendidikan meliputi proses analisis kebijakan, perumusan,
pelaksanaan dan evaluasi kebijakan (Tilaar dan Riant Nugroho,
2009). Berbicara tentang kebijakan pendidikan Arif Rohman
(2009:109).

Bahwa kebijakan pendidikan adalah suatu keputusan yang
dibuat oleh pemerintah atau penyelenggara dalam bidang pendidikan
sebagai reaksi dari munculnya berbagai permasalahan pendidikan
yang menjadi suatu pedoman bertindak dan sebagai solusi serta
inovasi guna mencapai Vvisi dan misi pendidikan dari pemerintah

maupun aktor lainnya yang mengurusi pendidikan.
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2.3.4.

Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur secara bahasa berdasarkan Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI) on line disepadankan dengan kata prasarana. Hal
ini didasarkan pada kata infrastruktur yang memiliki arti dalam kelas
nomina atau kata benda. Dengan demikian infrastruktur dapat
menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan
segala yang dibendakan. Sistem infrastruktur adalah pendorong yang
penting bagi berputarnya fungsi-fungsi sistem sosial dan ekonomi di
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sistem infrastruktur dapat
didefinisikan sebagai fasilitasfasilitas atau struktur-struktur dasar,
peralatanperalatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang
dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi
masyarakat (Warsilan & Noor, 2015). infrastruktur pendidikan
merupakan pengelolaan terhadap infrastruktur atau prasarana
pendidikan. Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak
langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti: halaman,
kebun/taman, jalan, lokasi, tanah, parkir, lapangan olahraga,
drainase, instalasi listrik, internet, bangunan gedung, kantin, dan lain
sebagainya (Ahmad Nurabadi, 2014). Sulistyorini medefinisikan
tentang manajemen sarana prasarana Ssebagai proses kerja sama
pendayagunaan semua sarana-prasarana pendidikan secara efektfi
dan efisien (Mustari, 2014).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana
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2.3.5.

pendidikan adalah kegiatan pengelolaan oleh pemangku kepentingan
mulai dari perencanan kebutuhan, penganggaran, pengadaan,
penggunaan, pemanfaatan, penilaian, pengamanan, pemeliharaan,
penatausahaan, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan,
pertanggungjawaban. infrastruktur pendidikan meliputi prasarana
pendidikan yaitu fasilitas yang secara tidak langsung menunjang
jalannya proses pendidikan, seperti: halaman, kebun/taman, jalan,
lokasi, tanah, parkir, lapangan olahraga, drainase, instalasi listrik,
internet, bangunan gedung, kantin, dan lain sebagainya
Sarana dan Prasarana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sarana
adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam
mencapai maksud atau tujuan, alat, media. Sedangkan prasarana
adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dan
sebagainya). Menurut Daryanto (2008) yang menyatakan bahwa
prasarana berarti alat yang tidak langsung digunakan untuk mencapai
tujuan dalam pendidikan misalnya: lokasi atau tempat, bangunan
sekolah, lapangan olahraga, dan sebagainya. Berhasil atau tidaknya
suatu proses pencapaian tujuan yang diharapkan bersama dalam
penyelenggaraan pendidikan, antara lain dipengaruhi oleh sarana dan
prasarana yang memadai, sumber daya manusia dan sebagainya.

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan material pendidikan
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2.3.6.

yang sangat penting. Sekolah yang memiliki sarana dan prasarana
pendidikan yang lengkap baik guru maupun 13 siswa akan merasa
terbantu dengan adanya fasilitas tersebut dan dapat menunjang
proses pembelajaran di sekolah. Menurut Mulyasa (2004).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat
disimpulkan bahwa Fasilitas pembelajaran bertujuan untuk
memudahkan penyusunan materi pendidikan dari segi semua jenis
perangkat yang digunakan oleh guru dan siswa Memfasilitasi
pengiriman dan penerimaan materi pendidikan. Berarti Pendidikan
mengacu pada semua peralatan, perlengkapan, bahan dan furnitur
yang memungkinkan pendidikan.Transfer dan gunakan langsung
untuk pembelajaran di sekolah.di sisi lain, infrastruktur merupakan
perlengkapan dasar yang secara tidak langsung mendukung hal
tersebut. Dalam proses pembelajaran di sekolah.
Macam-Macam Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendidikan akan semakin sukses
apabila ditunjang dengan sarana dan prasarana Pendidikan memadai,
sehingga pemerintah pun selalu berupaya untuk terus menerus
melengkapi sarana dan prasarana pendidikan bagi seluruh jenjang
dan tingkat pendidikan salah satunya di jenjang pendidikan sekolah
dasar.

Sarana pendidikan merujuk pada fasilitas fisik dan perangkat

yang digunakan dalam lingkungan pendidikan. Hal ini mencakup
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berbagai jenis fasilitas yang berperan penting dalam mendukung

proses belajar- mengajar contoh sarana pendidikan meliputi:

a. Gedung sekolah: Tempat dimana siswa dan guru berkumpul
untuk pembelajaran.

b. Ruangan kelas: Tempat di mana pengajaran berlangsung.
Perpustakaan: Tempat dimana siswa dapat mengakses sumber-
sumber belajar.

c. Laboratorium:Fasilitas khusus untuk eksperimen dan
pembelajaran praktis.

d. Taman bermain:area untuk kegiatan fisik dan rekreasi.

e. Komputer dan perangkat teknologi: Untuk pembelajaran digital
dan akses ke sumber daya online.

f. Prasarana Pendidikan: Prasarana pendidikan lebih luas dalam
lingkupnya.

Selain sarana fisik, prasarana juga mencakup elemen-elemen

seperti disebutkan dalam lapiran Permendiknas No.24 tahun 2007

tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/

Madrasah Ibtidaiyah (SD/ MI), Sekolah Menengah Pertama/

Madrasah Tsanawiyah (SMP/ MTs), dan sekolah menengah atas/

madrasah aliyah (SMA/ MA) dijelaskan bahwa sebuah SD/MI

sekurang-kurangnya memiliki 11 jenis prasarana sebagai berikut:

1) Ruang kelas, 2) Ruang perpustakaan,

3) Laboratorium , 4) Ruang pimpinan,
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5) Ruang guru, 6) Tempat beribadah,

7) Ruang uks,8) Jamban,

9) Gudang, 10) Ruang sirkulasi,

11)Tempat bermain/ berolahraga.
2.3.7. Kerangka Berfikir

Berikut gambar kerangka berpikir penelitian:

Kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan
Utara dalam Meningkatkan Infrastruktur Sarana
dan Prasarana Pendidikan:

Rehabilitasi Gedung Sekolah

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Pengadaan Sarana dan Prasarana Belajar

Pemetaan Kebutuhan Infrastruktur Berbasis
Dapodik

Optimalisasi Dana BOS untuk Pemeliharaan Sarana
Pendampingan dan monitoring teknis

o o T @

- D

Faktor yang mempengaruhi
kebijakan dinas pendidikan
dalam meningkatkan
infrastruktur sarana prasarana
pendidikan.

Gambar 2.1.

Kerangka berikir
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BAB Il1

METODEPENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
a. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini
dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Utara.
b. Waktu penelitian
Adapun waktu penelitian merupakan waktu yang diguakan
peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya
izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 4 (empat) bulan, 1
bulan pengumpulan data dan 3 bulan pengolahan data yang meliputi
penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.
3.2. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini jenis penelitian yang akan digunakan adalah
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan
Taylor penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi(Zaluchu,2020).
Penelitian  deskriptif  kualitatif bertujuan untuk  menggambarkan,
melukiskan, menerangkan, menjelaskan dan menjawab secara lebih rinci

permasalahan yang akan di teliti dengan mempelajari semaksimal mungkin
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3.3.

seorang individu, suatu kelompok atau suatu kejadian. Dalam penelitian
kualitatif manusia merupakan instrument penelitian dan hasil penulisannya
berupa kata-kata atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Pemilihan metode kualitatif ini bertujuan agar peneliti lebih leluasa
mengobservasi secara detail dan melakukan wawancara langsung serta
mendapatkan data yang lebih rinci melalui pendekatan langsung dengan
obyek yang diamati. Hal itu juga didukung dengan hal-hal yang akan
dilakukan peneliti dengan mendeksripsikan apa saja yang diamati.

Lebih spesifik,jeneis penelitian yang digunakan adalah jenis
penelitian studi literatur, yaitu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk
menelaah teori, konsep, atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan
dengan topik tertentu. Dalam studi literatur, peneliti tidak melakukan
pengumpulan data lapangan, melainkan mengumpulkan, meninjau,
menganalisis, dan mensintesis berbagai sumber pustaka yang valid dan
terpercaya.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian juga dapat diartikan sebagai pusat konsentrasi
daritujuan penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Oleh
karena itu, focus peneliti harus ditulis dan dijabarkan secara langsung
dengan tujuan untuk dapat mempermudah peneliti sebelum mengadakan
kegiatan observasi.

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif

sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan
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3.4.

mana yang tidak relevan (Moleong, 2010).

Pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada
tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian
ini. Penelitian ini akan difokuskan pada:

a. Bagaimana kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara
dalam meningkatkan infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan.

b. Faktor yang mempengaruhi kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Utara dalam meningkatkan infrastruktur sarana dan
prasarana pendidikan.

Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan berasal dari sumber data primer
(wawancara dan observasi) dan sumber data sekunder. Menurut Lofland
dan Lofland (Moleong, 2007) sumber data utama dalam penelitian kualitatif
adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain. Namun untuk melengkapi data penelitian
dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data
sekunder:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti dari pihak pertama atau
data yang diperoleh secara langsung dari hasil observasi dan hasil
wawancara peneliti dengan informan penelitian.

Berikut ini daftar informen sebagai sumber data Primer yang akan

digunakan dalam penelitian.
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Tabel 3.4.

Sumber Data Primer/Informan

No. Informan Jumlah
1 | Kepala Dinas Pendidikan 1
2 | Sekretaris 1
3 | Pengawas seksi sarana dan prasarana 1
4 | Kepala Sekolah 1
5 | Dokumen Resmi -

b. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data
primer yaitumelalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah,
koran, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti
pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat
orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2015: 187). Sumber data sekunder
ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan
menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat
temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas
yang tinggi.

3.5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling starategis
dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari penelitian adalah

mendapatkan data yang akurat, sehingga tanpa mengetahui teknik
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pengumpulan data peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi

standar yang ditetapkan(Sugiyono, 2016:224). Teknik pengumpulan data

yang digunakan dalampenelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang

dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang
memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diberikan (Moleong,
2014).
Peneliti dalam penelitian ini mengggunakan metode wawancara semi
terstruktur yaitu wawancara yang dalam pelaksanaannyalebih bebas
dibandingkan  dengan  wawancara  terstruktur.  Pewanwancara
memberikan pertanyaan kepada informan namun dapat berkembang dan
lebih bebas sesuai dengan situasi dan informasi yang dibutuhkan oleh
informan. Wawancara semi terstruktur bertujuan untu menemukan
permasalahan secaralebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai
dimintai pendapat dan ide-idenya (Sugiyono,2016:233).

b. Observasi adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis dan
melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya
terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain (Sugiyono,
2010). Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014:174) menyatakan salah
satu alas an penggunaan metode observasi dalam penelitian kualitatif
adalah memungkinkan melihat dan mengamati sendiri fenomena yang

terjadi pada saat penelitian, kemudian mencatat perilaku dan kejadian
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sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.

Penelitian ini menggunakan teknik observasi non partisipatif, dimana
pada pelaksanaannya peneliti tidak terlihat langsung dengan aktivitas
orang- orang yang sedang diamati, dan hanya sebagai pengamat
independen.

c. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat
berupa bentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang.
Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya sejarah kehidupan, biografi,
peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya
foto, gambar hidup, sketsadan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya
misalnya karya seni yang dapat berupa patung , gambar, dan film. Studi
dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode observasi
dan wawanara (Sugiyono, 2016:240).

d. Documentary Analysis Yaitu menelaah isi dokumen guna mendapatkan
isi pokok dan temuan penting.

3.6. Uji Validitas Data
Uji validitas merupakan keabsahan data. Uji validitas data adalah
serangkaian bentuk ketepatan atas derajat dalam variabel penelitian yang
menghubungkan antara proses penelitian pada objek penelitian dengan
kata-kata yang dilapaorkan oleh seorang peneliti. (Sugiyono, 2012). maka
dari itu validitas data merupakan ketetapan antara data yang terjadi pada
objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti.Dengan

demikian maka data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data
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yang dilaporkan oleh penliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada

objek penelitian.

Triangulasi digunakan semata-mata digunakan untuk mencari
kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan
pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan (Sugiyono, 2015:
328). Triangulasi data yang digunakan berupa:

a. Triangulasi sumber, artinya keabsahan data yang diperoleh agar
mendapatkan informasi yang sesuai maka peneliti melakukan
perbandingan melalui pengecekan ulang terhadap suatu informasi yang
diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Agar memperoleh data
yang berbeda dan hasil yang akurat maka peneliti melakukan
wawancara terhadap siswa, guru dan kepala sekolah untuk keabsahan
informasi.

b. Triangulasi metode, peneliti melakukan penelitian untuk melengkapi
kekurangan informasi yang diperoleh dengan cara ricek crosscek
kepercayaan data kepada sumber yang sama dengan metode tertentu.
Peneliti membandingkan melalui data hasil pengamatan dengan data
hasil wawancara, kemudian diperkuat dengan dokumentasi dan melalui
teori teori yang terkait dengan tema penelitian.

c. Triangulasi waktu, waktu yang digunakan untuk menguji keabsahan
data dengan melakukan pengamatan dan wawancara dalam waktu dan
situasi yang berbeda. Tujuan dari triangulasi waktu adalah untuk

mengetahui keakuratan data yang diperoleh selama wawancara dan

22



observasi lapangan.
3.7. Teknik Analisis Data
Sugiyono (2016:244) mengatakan bahwa analisis data adalah proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara,catatan  lapangan, dan  dokumentasi, dengan cara
mengorganisaskan data ke dalam kategori , menjabarkan kedalam unit-unit
untuk melakukansintesa, menyususn kedalam pola, milih mana yang
penting dan yang akan dipelajari , dan membuat kesimpulan sehingga
mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisi data dilapangan
model Miles dan Huberman, yang disebut pula dengan istilah teknik
analisis data interaktif dimana analisis data dilakukan secrara interaktif dan
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah
jenuh. Prosese analisis data menurut model Miles dan Huberman vyaitu
meliputi aktivitas pengumpulan data , data reduction (reduksi data), data
display (penyajian data) dan coclusion drawing atau penarikan
kesimpulan/verifikasi ( Miles dan Huberman , 1992:15)
Adapun teknik analisis data model interaktif yang digunakan pada

penelitian ini sebagai berikut:
a. Pengumpulan data yang muncul dalam wujud kata-kata dan bukan angka

dikumpulkan melalui berbagai cara seperti observasi, wawancara, intisari

dokumen, pita rekaman biasanya diproses melalui pencatatan,

pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis (Miles dan Huberman).
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b. Reduksi data mereduksi data berarti merangkum . memilih hal-hal yang
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan
polanya , sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup dan
perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan
memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dilakukan dengan
bantuan computer dengan meberikan kode pada aspek-aspek tertentu
(Sugiyono, 2016).

c. Penyajian Data, Seperangkat reduksi data juga perlu diorganisasikan ke
dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat wujudnya secara lebih utuh.
Hal ini diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan
kesimpulan. Penyajian data adalah mengolah data setengah jadi yang
sudah seragam dalam bentuk tulisan dan sudah memiliki alur tema yang
jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah
dikategorikan.

d. Penarikan Kesimpulan, Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap
terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif. Kesimpulannya menjuru
kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya,
dan mengungkap “what” dan “how” dari temuan penelitian tersebut.
Kesimpulan tersebut merupakan bagian dari analisis data yang selalu
berkesinambungan dan tidak terpisakan dari analisis data sebelumnya.
Kesimpulan diambil berdasarkan hasil reduksi dan display data yang

dilakuakn selama dalam penelitian.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara

Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah
satu perangkat daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan provinsi.
Lembaga ini memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan mutu
dan akses pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Utara, termasuk
pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan khusus, serta pendidikan
layanan khusus.

Terkhususnya di SMA Negeri 1 Tanjung Palas yang merupakan
salah satu sekolah menegah atas di kabupaten bulungan yang berada di
bawah kewenangan Dinas Pedidikan Dan Kebudayaan Provinsi
Kalimantan Utara sekolah ini berdiri sejak tahun 1961 dan telah
terakreditasi A (SK NO. 1347/BAN-SM/SK2021 tanggal 8 desember
2021). Memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan penyediaan
pendidikan menegah diwilayah tanjung palas. Berdasarkan data sekolah
ajaran terakhir, jumlah siswa Kelas X=665, Kelas Xl= 206, Kelas
X11=243, dengan tenaga tendidik sebanyak 35 orang guru dan 10 tenaga
pendidikan.

Visi : Terwujudkan peserta didik yang berkarakter, unggul dan

berwawasan lingkungan.
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Misi : Sekolah antara lain meningkatkan kemampuan akademik

dan non akademi, pembelajaraan efektif, mengmbangkan potensi siswa

melalui literasi, laboratorium, dan kegiataan ekstrakulikuler, serta

membangun kesadaraan peduli lingkungan.

KEPALA SEKOLAH
Nurul Hidayah, S. Pd

KEPALA TENAGA ADMINISTRASI SEKOLAH (TAS)
Jaya Prana, SE

PELAYANAN URUSAN
ADMINISTRASI
KEUANGAN DAN

LAYANAN KHUSUS
Choirul Ninasih

PELAKSANA URUSAN
ADMINISTRASI SARANA
PRASARANA
Mansuetus Nikolas Pali

PELAYANAN URUSAN
ADMINISTRASI
KEPEGAWAIAN, SURAT
DAN PENGASIRAN
Asmah. B

PELAYANAN URUSAN
ADMINISTRASI
KURIKUKULUM DAN
KESISWAAN
Agus Irawan

PELAYANAN URUSAN ADMINISTRASI DAN
PELAYANAN LAP.FISIKALAB,KIMIA, LAB.
BAHASA DAN RUANG PERTEMUAN
Hermawati, SE

Gambar 4.1.

Bagan Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Tanjung Palas

Dari bagan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kepala sekolah
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b.

C.

d.

€.

1) Kepala sekolah mrupakan pemimpin tertingi disekolah yang
bertanggung jawabatas keseluruhan penyenggaraan kegiatan
pendidikan, administrasi, pebinaan tenaga pendidik, serta
penglolaan sarana prasrana.

2) Kepala sekolah berperan menetapkan kebijakan internal sekolah
berdasarkan, arahan dari dinas pendidikan provinsi kalimantan
utara.

Kepala tenaga administrasi sekolah (TAS)

1) Membantu kepala sekolah dalam hal admnistrasi dan manajemen
sekolah.

2) Mengkoordinasi seluruh staf administrasi agar tertip, rapi, dan
mendukung kelancaraan proses belajar mengajar.

Pelayanan uusan administrasi keuangan dan layanan khusus

1) Bertanggung jawab atas pncatatan, pengelolaan, dan pelaporan
keuangan, sekoah.

2) Mengatur layanan administrasi khusus yang berhubungan dengan
kebutuhan mendesak sekolah.

Pelaksana urusan administrasi sarana prasarana

1) Mengelola, memelihara, serta mengawasi pengunaan sarana dan
prasarana sekolah.

2) Melaporkan pelaporan pembangunan maupun rehablitasi fasilitas
sekolah.

Pelayanan urusan administrasi kepegawaian, surat dan pengarsipan

1) Mengatur kepegawaian, guru, staff, serta surat menyurat sekolah.
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2) Menyimpan arsip resmi sekolah agar mudah ditelursuri kmbali
saat dibutuhkan.
f.  Pelayanan urusan administrasi kurikulum dan kesiswaan
1) Bertanggung jawab pada administrasi penyusunan kurikulum dan
kegiatan pembelajraan.
2) Mengatur layanan administrasi kesiswaan, termasuk absensi,
prestasi, dan egiataan ekstrakulikuler.
g. Pelayanan  urusanadministrasi dan  pelayanan laboratorium
(fisika,bahasa,kimia,) serta ruang pertemuan
1) Mengelola seluruh administrasi laboratorium sekolah agar bisa
digunaka optimal oleh siswa.
2) Menjaga investaris siswa alat laboratorium dan fasilitas ruang
pertemuan.
4.1.1. ldentitas Responden Peneliti
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maupun
wawancara langsung dapat Didisklarifikasikan mengenai keberadaan
responden yang menjadi sumber peneliti sebagai analisis faktor
faktor yang mempengaruhi kebijakan dinas pendidikan dan
kebudayaan provinsi kalmantan utara dalam meningkatkan
infrastruktur saran prasrana sekolah di SMA Negeri Tanjung palas

dapat dilihat dalam tabel berikut :
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Tabel 4.1.

Identitas Responden Peneliti

No. Umur/Tahun Ju(r:ll)ah Pe r?;e/rol)tase
1 17 — 20 Tahun 6 20
2 25— 30 Tahun 2 60
3 36 tahun ke atas 3 15
Jumlah 11 100

Sumber: Hasil wawancara dan observasi, 2025
4.1.2. ldentitas Responden Menurut Jenis Kelamin

Dari tabel di atas dapat diketahui jumlah responden dengan
umur 17 — 20 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar
20%, kemudian responden dengan umur 26 — 30 tahun sebanyak 2
orang dengan persentase sebesar 60%, kemudian responden dengan
umur 36 tahun ke atas sebanyak 3 orang dengan persentase 15%.

Tabel 4.2.

Jumlah responden berdasarkan dari jenis kelamin

. . Jumlah Persentase
No. Jenis Kelamin (N) (%)
1 Laki-laki 7 74
2 Perempuan 4 26
Jumlah 11 100

Sumber: Hasil wawancara dan observasi, 2025
4.1.3. ldentitas Menurut Tingkat Pendidikan
Berdasarkan tabel di atas identitas responden menurut jenis

kelamin lebih banyak jenis kelamin laki-laki dengan presentasi
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jumlah responden 74% sedangkan responden dengan presentasi jenis
kelamin perempuan sebesar 26%.
Tabel 4.3.

Jumlah responden berdasarkan tingkat pendidikan

. . Jumlah Persentase
No. Tingkat Pendidikan (N) (%)
1 SMA/Sederajat 7 86
2 Akademik/Sarana 4 14
Jumlah 11 100

Sumber: Hasil wawancara dan observasi, 2025
Dari data di atas menjelaskan bahwa mayoritas responden
memiliki tingkat pendidikan SMA/Sederajat dengan jumlah
responden sebanyak 7 orang atau sebesar 86%, sedangkan 4 orang
responden lainnya berpendidikan Akademik/Sarjana dengan
persentase sebesar 14%.
4.2. Kondisi Infrastruktur Sarana dan Prasarana Sekolah
a. Kondisi Umum Infrastruktur Sarana Prasarana Sekolah
Sarana dan prasarana sekolah merupakan komponen penting
dalam mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Di
bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara,
infrastruktur yang dimaksud mencakup bangunan sekolah, ruang kelas,
laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga, serta fasilitas pendukung
seperti toilet, air bersih, dan akses listrik.
Namun demikian, kondisi aktual di lapangan menunjukkan bahwa

sebagian besar sekolah, khususnya sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung
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b.

Palas, masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana kondisi
ruang belajar sebagian besar masih digunakan dengan baik, meskipun
terdapat kerusakan ringan hingga sedang seperti platfon bocor dan
fasilitas toilet yang perlu perbaikan perpustakaan, namun sebagian
pelaratan sudah usang, fasiitas internet tersedia tetapi masih belum
stabil. Sarana olahraga berupa lapangan masih kurang terawat. Secara
keseluruhan, sarana prasarana sekolah cukup terawat namun masih
membutuhkan peningkatan dan perawatan agar optimal dalam
meunjang pembelajaran.

Data dan Pengamatan Lapangan di SMA Negeri 1 Tanjung palas

Berdasarkan data hasil pengamatan lapangan :

1) Sekitar 45% sekolah di SMA Negeri 1 tanjung palas mengalami
kerusakan ringan hingga berat pada bangunan fisik, terutama atap
dan lantai.

2) Ruang kelas belajar tidak memadai di sebagian ruang sekolah yang
jumlah siswanya terus meningkat. Satu ruang kelas sering digunakan
secara bergantian oleh dua rombongan belajar.

3) Sekitar 35% ruang perpustakaan yang rusak, hanya berupa rak buku
di ruang kelas atau ruang guru.

4) Laboratorium IPA dan komputer di jadikan satu akibat banguan yang
belum jadi dibuat, dengan alat yang sebagian besar sudah usang.

5) Fasilitas sanitasi (WC/toilet) masih belum ideal dan sebagian rusak,
terutama dari segi rasio jumlah toilet dengan jumlah siswa dan

sanitasi layak untuk siswa perempuan.
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C.

6)

Sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas belum memiliki akses
internet stabil, dan bahkan ada sekolah yang belum mendapat aliran

listrik permanen.

Penyebab Minimnya Infrastruktur Sarana Prasarana Sekolah

Beberapa penyebab utama kurangnya infrastruktur sekolah di

SMA Negeri 1 tanjung palas:

1)

Letak Geografis

Akses transfortasi yang terbatas menghambat distribusi bahan

bangunan dan peralatan pendidikan dan perlengkapan sekolah.

2)

3)

4)

Keterbatasan Anggaran Daerah

Anggaran pendidikan dari pemerintah Provinsi dan
kabupaten masih terbatas sebagai provinsi baru memiliki
keterbatasan fiskal daerah. Pembangunan sarana prasarana sekolah
sangat bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dari
pemerintah pusat, sehinga pembangunan sering tertunda.
Minimnya Tenaga Teknis dan Sumber Daya

Dalam proses rehabilitasi atau pembangunan sekolah,
seringkali terkendala oleh kurangnya tenaga teknis di yang memadai,
sehingga menyebabkan keterlambatan pembangunan atau tidak
sesuainya hasil pekerjaan dengan standar yang ditetapkan.
Pertumbuhan Jumlah Siswa yang Pesat

Jumlah sswa terus meningkat dari tahun ke tahun akibat
peraturan zonasi wilayah, sedangkan pembangunan ruang kelas baru

tidak sebandng dengan pertambahan tersebut.
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d.

Akibatnya, ruang kelas sering bergantian dan kapasitas tdak
memadai.

5) Birokrasi yang Panjang

Proses pengauan bantuan dan realisasi pembangunan melalui
mekanisme birokrasi yang cukup lama, hal ini menyebabkan
keterambatan dalam pelaksanaanprogram pembangunan sekolah.

6) Kondisi Iklim dan Lingkungan

Beberapa fasilitas sekolah sering rusak rusak akibat faktor
cuaca ekstrem, misalnyab banjir dan kelembaban tinggi, sehingga
prbaikan sulit dilakukan karena logistik yang terbatas.

Dampak Keterbatasan Infrastruktur

Keterbatasan infrastruktur ini berdampak langsung terhadap
proses pembelajaran dan kesejahteraan warga sekolah:

1) Menurunnya kualitas pembelajaran, karena guru dan siswa tidak
memiliki ruang belajar yang nyaman dan alat bantu pembelajaran
yang lengkap.

2) Motivasi belajar siswa menurun, terutama bagi siswa-siswa di SMA
Negeri 1 Tanjung Palas yang harus belajar dalam kondisi ruang kelas
rusak atau minim fasilitas.

3) Rendahnya capaian literasi dan numerasi, akibat kurangnya akses
buku dan sarana belajar.

4) Kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran digital atau daring,
terutama saat pandemi COVID-19 dan pasca-pandemi, karena

keterbatasan listrik dan jaringan internet.
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Dari hasil wawancara,yang dilakukan oleh peneliti ke 1bu Nurul
Hidayah, S.Pd. Sd selaku Kepala Sekolah Di SMA Negeri 1 Tanjung
Palas menyampaikan :

“..Sekolah kami saat ini meiliki 19 ruang kelas, namun
beberapa diantara nya sudah mengalami kerusakan seperti
platfo bocor dan lantai retak sehingg perlu segera diperbaiki.
Perpustakaan seklah sudah ada, tetapi ruangan masih terbatas
dan koleksi buku masih urang untuk laboratoru komputer masih
masih sangat terbatas dan masih banyak unit yang tidak
berfungsi optial.”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)
Lebih lanjut beliau juga menambahkan :

“..Kami juga menghadapi fasilitas sanitasi, terutama toilet
siswa yang belom sesuai dengan rasio jumlah murid. Selain itu,
jaringan internet yang masih kurang stab sehingga
pembelajraan berbasis dgitasl belum berjalan maksima. Namun,
kami tetap berupaya melakukan perawatan dengan mengunakan
dan bo, meskipun terbatas.”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)
Beliau juga menegaskan bahwa peran Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Utara sangat membantu :

“..Alhamdulillah, dalam beberapa tahun terakhir kami
mendapatkan dukungan dari dinas pendidikan, baik melalui
rehabilitasi ruang kelas, pengadaan perlaratan belajar, maupun
pembangunan ruang kelas baru. Kami berharap kedepannya
lebih banyak bantuan yang difokuskan pada laboratorium
komputer dan fasilitas santasi, karena ini sangat dibutuhkan
sSiswa.

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)

4.3. Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Infrastruktur
a. Landasan Kebijakan
Kebijakan pembangunan infrastruktur pendidikan di Provinsi

Kalimantan Utara dilatarbelakangi oleh kondisi geografis yang
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menantang dan belum meratanya akses pendidikan di wilayah
perbatasan, pedalaman, dan pulau-pulau kecil. Dalam Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara, peningkatan
sarana dan prasarana sekolah menjadi salah satu prioritas utama. Hal ini
sejalan dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana
Induk Pendidikan Nasional.
b. Tujuan Kebijakan
Tujuan utama dari kebijakan peningkatan infrastruktur
pendidikan adalah untuk:
1) Meningkatkan akses pendidikan menengah dan kejuruan di seluruh
wilayah provins i.
2) Menjamin mutu pembelajaran melalui penyediaan sarana dan
prasarana yang layak.
3) Mewujudkan pemerataan layanan pendidikan, terutama di wilayah

tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

c. Bentuk Kebijakan yang Dilaksanakan
Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara menerapkan
beberapa bentuk kebijakan konkrit untuk meningkatkan infrastruktur
pendidikan:
1) Rehabilitasi Gedung Sekolah
Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pendidikan,
Dinas Pendidikan merehabilitasi gedung sekolah yang rusak sedang

hingga berat. Prioritas diberikan kepada sekolah-sekolah yang
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2)

berada di daerah dengan tingkat kerusakan tertinggi dan keterbatasan
akses. Hal tersebut senada dengan hasil wawancara dengan bapak H
Sudarsono, Se., M. Pd. sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Utara berikut:
“...Pemprov telah membangun berbagai sarana yakni
pembangunan laboratorium, perpustakaan, ruang kelas baru
(RKB), serta sejumlah proyek renovasi seperti SMA 1
Tanjung Selor, SMA 1 Tanjung Palas, SMA 3 dan 4 Tarakan,
serta SMK 2 Tarakan, menggunakan dana APBN dan
APBD”
(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)

Selain itu, rehabilitasi gedung sekolah juga menjadi prioritas
Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara, guna dapat memberikan
kenyamanan belajar.

Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)

Pembangunan Unit Sekolah Baru dilakukan di daerah yang
belum memiliki SMA/SMK negeri. USB dibangun untuk mengatasi
ketimpangan akses pendidikan, terutama di daerah, Namun untuk
wilayah lainnya belum direncanakan pembangunan sekolah baru,
sebagaimana wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Utara berikut:

“..Untuk tahun 2025 tidak direncanakan pembangunan
sekolah baru, kecuali jika ada anggaran. Fokus utamanya
adalah penyelesaian gedung sekolah yang sudah dalam
proses perencanaan atau konstruksi , selain itu pada 2024
Disdikbud merencanakan mendirikan tiga sekolah baru: dua
SMA (di Betayau-Tana Tidung dan Seimenggaris) serta satu
SMK. Salah satu kendala utama adalah pembebasan lahan,
khususnya tanah hibah dari pemerintah daerah. Proses
pengajuan hibah lahan untuk wilayah Seimenggaris dan

Betayau sudah selesai, sementara untuk Kota Tarakan masih
dalam proses ke DPRD. Perkiraan biaya pembangunan satu
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unit sekolah baru minimal sekitar Rp 12 miliar, mencakup
ruang kelas, ruang guru, perpustakaan, laboratorium, hingga
fasilitas ibadah...”
(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)
d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Belajar

Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran untuk pengadaan:

1) Meja dan kursi siswa

2) Peralatan laboratorium IPA dan komputer

3) Alat praktik untuk SMK

4) Perpustakaan dan buku ajar Kurikulum Merdeka

5) Perangkat pembelajaran berbasis TIK
Adapun prosedur pengadaan dapat dijelaskan sebagaimana

hasil wawancara Kepala Dinas Pendidikan berikut:

“...Pengadaan sarana dan prasarana mengikuti perencanaan
dari sekolah melalui sistem e-planning berbasis Dapodik.
Setiap sekolah mengusulkan kebutuhan mereka berdasarkan
kondisi real di lapangan. Usulan itu kemudian diverifikasi
oleh tim kami, dan jika lolos, dimasukkan dalam pengajuan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ke pemerintah pusat.
Pengadaan dilakukan oleh dinas atau melalui swakelola tipe
11 oleh sekolah penerima.”

“Kami prioritaskan yang mendukung kegiatan belajar
langsung, seperti meja kursi siswa, papan tulis, proyektor,
dan alat praktik. Untuk SMK, kami juga fokus pada peralatan
laboratorium dan bengkel sesuai kompetensi keahlian.
Beberapa sekolah juga mengusulkan pengadaan jaringan
internet dan laptop untuk mendukung digitalisasi
pembelajaran...”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)

e. Pemetaan Kebutuhan Infrastruktur Berbasis Dapodik
Dengan memanfaatkan data Dapodik dan e-Sarpras, Dinas

Pendidikan melakukan pemetaan kebutuhan sekolah berbasis data
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akurat. Setiap tahun, sekolah diminta untuk memperbaharui data
kondisi sarana-prasarana untuk dasar pengajuan bantuan.

Pemetaan berbasis Dapodik adalah proses dalam mengidentifikasi
kebutuhan fisik sekolah, seperti ruang kelas, laboratorium,
perpustakaan, WC, hingga meubelair, berdasarkan data yang diinput
oleh sekolah secara berkala melalui sistem Dapodik. Data ini menjadi
dasar untuk menentukan prioritas bantuan infrastruktur di tahun
berjalan.

Dalam proses pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah
harus mengacu pada Dapodik sebagaimana disampaikan Kepala Bidang
Sarana dan Prasarana dalam wawancara berikut:

“...Data dari Dapodik sangat krusial. Pemerintah pusat
pun mensyaratkan usulan DAK Fisik hanya dapat diajukan
jika data sekolah di Dapodik lengkap dan valid. Maka dari

itu, semua program bantuan—baik dari pusat maupun
provinsi—merujuk ke Dapodik sebagai sumber utama.”

“Setelah sekolah menginput data, kami akan melakukan
verifikasi faktual, baik melalui kunjungan langsung maupun
validasi foto dan dokumentasi. Tim kami mencocokkan
apakah data yang diinput sesuai dengan kondisi di lapangan,
karena kadang sekolah melaporkan kekurangan ruang
padahal fisiknya masih bisa digunakan. ”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)
f. Optimalisasi Dana BOS untuk Pemeliharaan Sarana
Dinas mendorong sekolah agar mengalokasikan sebagian Dana
BOS untuk perawatan ringan fasilitas sekolah secara mandiri, sehingga
pembangunan yang sudah dilakukan tetap terpelihara.

Adapun penggunaan dana bos untuk perawatan sarana

diperbolehkan secara regulasi dalam batasan tertentu, berikut penjelasan
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Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kalimantan
Utara:

“..Secara regulasi, penggunaan Dana BOS untuk
pemeliharaan sarana diizinkan, maksimal 20% dari total
anggaran BOS Reguler. Kami dari dinas hanya bisa
memberikan panduan umum, karena pengelolaan dana BOS

bersifat langsung oleh sekolah. Namun, kami mendorong
agar dana itu digunakan untuk perawatan ringan seperti

perbaikan plafon, pengecatan, dan perawatan WC atau
meubelair...”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)
g. Pendampingan dan Monitoring Teknis
Dinas Pendidikan bekerja sama dengan Dinas PUPR dan
konsultan pengawas untuk melakukan pendampingan teknis dalam
pembangunan fisik, agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh

pemerintah.

h. Analisis Efektivitas Kebijakan
Dari hasil penelitian dan wawancara dengan pihak Dinas
Pendidikan serta kepala sekolah penerima bantuan, kebijakan-kebijakan
tersebut terbukti memberikan dampak positif, seperti:
1) Meningkatnya jumlah ruang kelas yang layak.
2) Tersedianya laboratorium dan peralatan praktik di sejumlah SMK.
3) Meningkatnya kehadiran siswa karena fasilitas yang lebih nyaman
dan aman.
4) Terbukanya akses pendidikan di wilayah-wilayah baru melalui
pembangunan USB.
Namun demikian, efektivitas kebijakan masih terhambat oleh

beberapa faktor, seperti:
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1)
2)

3)

4)

Proses birokrasi dan tender pengadaan yang memakan waktu lama.
Keterlambatan pencairan DAK.

Lemahnya kapasitas teknis kepala sekolah dalam mengelola proyek
fisik.

Tantangan geografis dalam pengangkutan bahan bangunan ke daerah

terpencil.

Pendekatan Analisis George C. Edward I11

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini, dapat

digunakan model implementasi kebijakan George C. Edward Il yang

mencakup empat variabel utama:

1)

2)

3)

4)

Komunikasi

Penyampaian kebijakan dari Dinas Pendidikan kepada sekolah-
sekolah berjalan melalui rapat koordinasi dan sistem aplikasi daring.
Namun, di daerah dengan keterbatasan sinyal, komunikasi menjadi
kendala.

Sumber Daya

Tersedianya anggaran DAK Fisik dan BOS menjadi kekuatan utama.
Namun keterbatasan SDM teknis, terutama dalam perencanaan dan
pengawasan proyek fisik, masih menjadi tantangan.

Disposisi (Sikap Pelaksana)

Komitmen kepala dinas dan pelaksana program tergolong tinggi.
Namun, pada tataran implementasi, sikap dan pemahaman teknis
kepala sekolah dan panitia pembangunan masih bervariasi.

Struktur Birokrasi
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Struktur birokrasi Dinas Pendidikan sudah mendukung implementasi
program. Namun diperlukan koordinasi lebih kuat dengan OPD
teknis seperti Dinas PUPR serta penguatan fungsi monitoring dan

evaluasi.

J.-  Implikasi Kebijakan
Kebijakan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan ini
memiliki implikasi penting:

1) Secara sosial, memperluas akses pendidikan di daerah yang
sebelumnya belum terlayani.

2) Secara ekonomi, mendukung peningkatan kualitas SDM lokal yang
siap bersaing.

3) Secara politik, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam
menjalankan amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional.

Namun, untuk keberlanjutan kebijakan, diperlukan evaluasi
berkala dan penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan di lapangan.

4.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dinas Pendidikan Provinsi Dalam
Meningkatkan Infrastuktur Sarana Prasarana Sekolah Di SMA Negeri
1 Tanjung Palas

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai beberapa faktor pendukung
dan penghambat yang memepengaruhi dinas pendidikan dan kebudayaan
provinsi kalimantan utara dalam meningkatkan infrastuktur sarana prasarana
sekolah di SMA Negeri 1Tanjung Palas beberapa faktor tersebut dapat

diekspikasikan sebagai berikut:
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a. Faktor Pendukung

1) Komitmen Pemerintah Daerah
Dukungan pemerintah provinsi kalimantan utara untuk memajukan
pendidikan, khususnya alokasi anggaran pendidikan dan program
rehabilitasi sekolah.

2) Kebijakan Nasional Dan Daerah
Adanya landasan hukum seperti UU nomor 20 tahun 2003,
permendiknas nomor 24 tahun 2007, rpjmn, serta resntra dinas
pendidikan yang menekankan pemerataan sarana prasarana
pendidikan

3) Ketersdiaan Dana Alokasi Khusus (DAK)
dana dak pendidikan dari pemerintah pusat menjadi sumber utama
dalam pembangunan ruang Kkelas, laboratorium, serta pearatan
belajar.

4) Partisipasi Masyarakat Dan Komite Sekolah
Dukungan masyarakat dankomite sekolah turut membantu dalam
pengadaaan maupun peliharaan sarana pendidikan

5) Data Dapodik Yang Akurat
Adanya sistem dapodik mempermudah pemetaan kebutuhan sekoah,
sehingga pengajuan bantuan lebih terarah dan seuai kebutuhaan rill
di lapangan.

b. Faktor Penghambat
Selain  faktor pendukung, terdapat pula hambatan yang

mempengaruhi realisasi kebijakan dalam menyusun, melaksanakan dan
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mengevaluasi program kerja sekolah, pengetahuan administrasi sekolah
yang dikuasai kepala sekolah masih kurang, kurang optimalnya proses
belajar di sekolah, kurang optimalnya dalam penyusunan anggaran yang
disebabkan alokasi penggunaan ruang secara full time, dan kurang
optimalnya peran serta masyarakat.

Pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nurul Hidayah, S.Pd. Sd
Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas sehubungan dengan hal
tersebut:

“..Kendala yang kami hadapi sebagai pendidik adalah
lemahnya manajemen dan supervisi sekolah, terutama dalam
hal penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi program kerja
sekolah, selain itu, proses belajar mengajar disekolah juga
belum berjalan optimal karena beberapa faktor. Salah
satunya adalah keterbatasa infrastruktur sarana prasarana
sekolah dalam menunjan kegiatan sekolah ekstrakulikuler
disebabkan karena penggunaan ruang kelas yang full time,
kurangnya pemahaman tentang administrasi sekolah, dan

kurang optimalnya peran serta masyarakat terutama
pemahaman masyarakat. ”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)

Selanjutnya dideskripsikan hasil wawancara peneilti dengan
kepala sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas kendala dalam
menjalankan peran sebagai pemimpin adalah:

1) Penurunan disiplin Kinerja guru;
2) Permasalahan kualitas tenaga pendidik;
3) Masalah metode dan evaluasi pembelajaran;

4) Permasalahan sarana dan prasarana pembelajaran.

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri
1 Tanjung Palas mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut :
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“...Kendala yang dihadapi dalam menjalankan peran sebagai
pemimpin yang bertanggung jawab terhadap aktivitas
pembelajaran maupun perkambangan/kemajuan sekolah
diantaranya adalah penurunan displin kinerja guru, adanya
permasalahan terkait kualitas tenaga kerja pendidik, kendala
dalam penerapan metode serta ealuasi pembelajaraan, dan
juga keterbatasan sarana prasarana yang belum memadai
untuk endukung proses belajar mengajar...”

(Wawancara tanggal 05 Mei 2025)

Hal ini menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi oleh kepala
sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Palas dalam menjalankan perannya
sebagai pemimpin dan supervisor tergolong cukup kompleks. Oleh
karena itu, dibutuhkan atensi yang intensif dan berkelanjutan baik dari
kepala sekolah itu sendiri maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi
Kalimantan Utara sebagai pemangku kebijakan, khususnya dalam hal

peningkatan infrastruktur sarana prasarana sekolah.
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BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui studi dokumen,

wawancara, dan analisis kebijakan terhadap Dinas Pendidikan Provinsi

Kalimantan Utara, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

a.

Kondisi infrastruktur SMA Negeri 1 Tanjung Palas:

sebagian besar sarana prasarana sudah tersedia, namun masih terdapat

keterbatasan seperti ruang Kkelas rusak, perpustakaan sempit,

laboratorium komputer dan IPA belum optimal, toilet siswa kurang

memadai dan sebagian masih rusak, serta jaringan internet yang tidak

stabil.

Kebijakan Dinas Pendidikan Mengarah pada Percepatan Pemerataan

Infrastruktur Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara telah

merancang dan melaksanakan sejumlah kebijakan aternatif untuk

menjawab persoalan tersebut. Beberapa program strategis yang

dilakukan antara lain:

1) Rehabilitasi Sekolah Rusak melalui pemanfaatan Dana Alokasi
Khusus (DAK) Fisik.

2) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di daerah yang belum

memiliki sarana prasarna SMA/SMK.
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3) Pengadaan peralatan laboratorium, peralatan praktik, dan sarana
belajar TIK.

4) Pemanfaatan data Dapodik dan e-Sarpras untuk perencanaan
pembangunan fisik yang berbasis data kebutuhan nyata.

5) Pendampingan teknis pembangunan melalui kerja sama lintas sektor
seperti Dinas PUPR dan Inspektorat Daerah.

Dengan kebijakan tersebut, terlihat adanya komitmen Dinas

Pendidikan dalam menjalankan tugasnya untuk mewujudkan pemerataan

dan peningkatan mutu pendidikan, khususnya dari aspek infrastruktur.

C.

Pelaksanaan Kebijakan Masih Menghadapi Berbagai Tantangan di

lapangan meski arah kebijakan sudah tepat, pelaksanaan program masih

menemui sejumlah kendala teknis dan struktural yang cukup signifikan,
antara lain:

1) Keterbatasan anggaran daerah, sehingga Kketergantungan pada
bantuan pusat (DAK) cukup tinggi.

2) Kesulitan geografis dan transportasi, menyebabkan pembangunan
fisik sering tertunda, khususnya di wilayah perbatasan dan
pedalaman yang sulit dijangkau.

3) Kurangnya tenaga teknis dan SDM pelaksana di tingkat sekolah,
seperti kepala sekolah dan tim pengelola proyek, yang
mengakibatkan rendahnya kualitas pelaksanaan proyek fisik.

4) Koordinasi antar-OPD belum optimal, terutama dalam perencanaan

lintas sektor pembangunan pendidikan.
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Hambatan tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan tidak berjalan

secepat yang diharapkan, dan belum mendapatkan manfaat secara merata.

d. Efektivitas Implementasi Kebijakan Berdasarkan George C. Edward |11
Komunikasi sudah terjalin namun terkendala, sumber daya
terbatas, disposisi pelaksana cukup baik, dan struktur birokrasi sudah
mendukung meski perlu penguatan koordinasi lintas instansi.
e. Implikasi Kebijakan
Kebijakan ini memiliki dampak positif dalam jangka pendek dan
panjang:

1) Dalam jangka pendek, fasilitas sekolah yang lebih layak mampu
meningkatkan motivasi siswa dan guru dalam proses belajar
mengajar.

2) Dalam jangka panjang, pemerataan infrastruktur akan mendukung
peningkatan kualitas SDM lokal dan mengurangi ketimpangan
wilayah.

3) Kebijakan ini juga mencerminkan keseriusan pemerintah provinsi
dalam menjamin hak pendidikan warga negara, sesuai amanat
konstitusi.

f. Keseluruhan Evaluasi
Secara keseluruhan, kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi

Kalimantan Utara dalam meningkatkan infrastruktur sarana dan

prasarana sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas dapat dikatakan

telah berjalan ke arah yang positif, namun belum sepenuhnya optimal.
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Langkah-langkah strategis sudah diambil, namun keberhasilannya
masih sangat dipengaruhi oleh faktor internal (SDM, anggaran) dan
eksternal (aksesibilitas wilayah, koordinasi antar instansi). Ke depan,
upaya evaluasi berkala dan perencanaan berbasis data menjadi kunci

untuk menciptakan sistem pendidikan yang merata dan berkualitas..

5.1. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan,

penulis memberikan beberapa saran yang dapat menjdi bahan pertimbangan

bagi Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara dan sekolah di SMA

Negeri 1 tanjung palas:

a.

Meningkatkan Akurasi dan Pemutakhiran Data Sarana Prasarana Dinas
Pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan utara dalam
meningkatkan infrastruktur sarana prasarana sekolah di SMA Negeri 1
tanjung palas diharapkan untuk secara rutin melakukan verifikasi dan
validasi data kondisi fisik sekolah melalui kunjungan lapangan dan
pelaporan berbasis aplikasi (seperti Dapodik dan e-Sarpras).
Data yang akurat sangat penting sebagai dasar perencanaan,
penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan serta rehabilitasi
sekolah.
1) Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor
Diperlukan peningkatan sinergi antara Dinas Pendidikan, Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bappeda, serta pihak

kecamatan dan desa. Koordinasi yang kuat akan mempermudah
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pelaksanaan pembangunan fisik, mempercepat proses pengadaan
barang dan jasa, serta menjamin kualitas infrastruktur sesuai standar
teknis.
2) Meningkatkan Kapasitas SDM sekolah
Dinas Pendidikan perlu memberikan pelatihan manajemen
pembangunan dan pengelolaan sarpras bagi kepala sekolah,
bendahara BOS, dan panitia pembangunan. Hal ini penting agar
pihak sekolah mampu menyusun RAB, mengawasi proyek fisik, dan
melakukan pelaporan dengan tertib dan transparan.
3) Menyediakan Skema Pembiayaan Alternatif dan Inovatif
Selain mengandalkan DAK dan BOS, Dinas Pendidikan dapat
mengeksplorasi sumber pendanaan lain seperti:
a) Kerja sama dengan sektor swasta melalui CSR.
b) Pemanfaatan Dana Desa untuk dukungan pembangunan ruang
kelas.
c) Dana hibah dari lembaga donor atau mitra pembangunan.
skema ini dapat memperluas cakupan pembangunan tanpa terlalu
bergantung pada APBD yang terbatas.
b. Mempercepat Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi
Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan utara
perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital

dan real-time, agar progres pembangunan dapat dipantau secara cepat
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dan akurat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan komite sekolah
dalam pengawasan perlu ditingkatkan untuk mencegah penyimpangan.
Mengintegrasikan  Infrastruktur  dengan  Inovasi  Pembelajaran
Pembangunan infrastruktur sebaiknya tidak hanya fokus pada fisik,
tetapi juga pada penyesuaian sarpras dengan kebutuhan Kurikulum
Merdeka, seperti ruang proyek, ruang literasi, dan pembelajaran berbasis
digital. Ini akan menjadikan kebijakan lebih relevan dengan tantangan
pendidikan masa Kini.

Menetapkan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Sarpras Pemerintah
Provinsi perlu menyusun Rencana Induk (Masterplan) pembangunan
sarana dan prasarana pendidikan 5-10 tahun ke depan, yang
mengintegrasikan  faktor demografi, perkembangan teknologi,
pertumbuhan sekolah, dan arah pembangunan wilayah.

Menjamin Keberlanjutan dan Pemeliharaan Fasilitas yang Telah
Dibangun Setelah pembangunan selesai, perlu ada program
pemeliharaan berkala serta pengawasan agar fasilitas tetap berfungsi
optimal. Dinas Pendidikan dapat menetapkan pedoman penggunaan
Dana BOS untuk pemeliharaan ringan yang fleksibel dan efisien.
Menjalin Kemitraan Aktif dengan Komunitas dan Dunia Usaha Dalam
konteks, Dinas Pendidikan dapat menjalin kemitraan aktif dengan

industri lokal dan BUMN untuk pembangunan ruang praktik, donasi
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peralatan, dan pelatihan guru. Kerja sama ini penting untuk menciptakan
link and match antara sekolah dan kebutuhan dunia kerja.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan kebijakan
dinas pendidikan dalam meningkatkan infrastruktur sarana prasarana
sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Palas dapat berjalan lebih efektif,

adil, dan berkelanjutan, sehingga kualitas sekolah dapat meningkat

secara merata.
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PEDOMAN WAWANCARA
KEBIJAKAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI
KALIMANTAN UTARA DALA MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR
SARANA PRASARANA SEKOLAH
(STUDI PADA SEKOLAH MENEGAH ATAS NEGERI 1 TANJUNG
PALAS)

A. ldentitas Wawancara
Nama

Jenis Kelamin

Usia

Jabatan

Pendidikan Terakhir

agrwdE

B. Pertanyaan
1. Seperti apakah cara Bagaimana kebijakan dinas pendidikan dalam
meningkatkan nrastruktur sarana prasarana sekolah di SMA Negeri 1
Tanjung Palas?
2. Apa saa program prioritas yang sudah atau sedang dilaksanakan untuk sma
negeri 1 tanjung palas?
3. Pertanyaan; bagaimana monitoring dan evaluasi terhadap kondisi sarpras
sma negeri 1 tanjung palas?
Bagaimana keadaan kondisi sarana prasarana di sekolah ibu saat ini?
Apa saja faktor pendukung yang membantu dalam telaksananya kebijakan
tersebut?
6. Apa hambatan yang dihadapi dalam melakanakan kebijakan pembangunan
arana prasarana?

ok

XVi



XVii



	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang Masalah
	1.2. Rumusan Masalah
	1.3. Tujuan Penelitian
	1.4. Manfaat Penelitian

	BAB II
	TINJAUAN PUSTAKA
	2.1. Indentifikasi/Pembatasan Konsep
	2.2. Penelitian Terdahulu
	2.3. Kajian Teoritis
	2.3.1. Pengertian Kebijakan
	2.3.2. Tujuan Kebijakan
	2.3.3. Kebijakan Pendidikan
	2.3.4. Infrastruktur Pendidikan
	2.3.5. Sarana dan Prasarana
	2.3.6. Macam-Macam Sarana dan Prasarana

	Gambar 2.1.
	Kerangka berikir
	BAB III
	METODEPENELITIAN
	3.1. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
	3.2. Jenis Penelitian
	3.3. Fokus Penelitian
	3.4. Data dan Sumber Data
	Tabel 3.4.
	Sumber Data Primer/Informan
	3.5. Teknik Pengumpulan Data
	3.6. Uji Validitas Data
	3.7. Teknik Analisis Data

	BAB IV
	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
	4.1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara
	Gambar 4.1.
	Bagan Struktur Organisasi SMA Negeri 1 Tanjung Palas

	4.2. Kondisi Infrastruktur Sarana dan Prasarana Sekolah
	a. Kondisi Umum Infrastruktur Sarana Prasarana Sekolah
	b. Data dan Pengamatan Lapangan di SMA Negeri 1 Tanjung palas
	c. Penyebab Minimnya Infrastruktur Sarana Prasarana Sekolah

	4.3. Kebijakan Dinas Pendidikan dalam Meningkatkan Infrastruktur
	a. Landasan Kebijakan
	b. Tujuan Kebijakan
	c. Bentuk Kebijakan yang Dilaksanakan
	1) Rehabilitasi Gedung Sekolah
	2) Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
	d. Pengadaan Sarana dan Prasarana Belajar
	e. Pemetaan Kebutuhan Infrastruktur Berbasis Dapodik
	f. Optimalisasi Dana BOS untuk Pemeliharaan Sarana
	g. Pendampingan dan Monitoring Teknis

	h. Analisis Efektivitas Kebijakan
	i. Pendekatan Analisis George C. Edward III
	j. Implikasi Kebijakan


	BAB V
	PENUTUP
	5.1. Kesimpulan
	a. Kondisi infrastruktur SMA Negeri 1 Tanjung Palas:
	sebagian besar sarana prasarana sudah tersedia, namun masih terdapat keterbatasan seperti ruang kelas rusak, perpustakaan sempit, laboratorium komputer dan IPA belum optimal, toilet siswa kurang memadai dan sebagian masih rusak, serta jaringan interne...
	b. Kebijakan Dinas Pendidikan Mengarah pada Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara telah merancang dan melaksanakan sejumlah kebijakan aternatif untuk menjawab persoalan tersebut. Beberapa program strategis yang...
	c. Pelaksanaan Kebijakan Masih Menghadapi Berbagai Tantangan di  lapangan meski arah kebijakan sudah tepat, pelaksanaan program masih menemui sejumlah kendala teknis dan struktural yang cukup signifikan, antara lain:
	d. Efektivitas Implementasi Kebijakan Berdasarkan George C. Edward III
	e. Implikasi Kebijakan
	f. Keseluruhan Evaluasi
	5.1. Saran
	a. Meningkatkan Akurasi dan Pemutakhiran Data Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan kebudayaan provinsi kalimantan utara dalam meningkatkan infrastruktur sarana prasarana sekolah di SMA Negeri 1 tanjung palas diharapkan untuk secara rutin melakukan ve...
	Data yang akurat sangat penting sebagai dasar perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan serta rehabilitasi sekolah.
	1) Memperkuat Koordinasi Lintas Sektor
	pelaksanaan pembangunan fisik, mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, serta menjamin kualitas infrastruktur sesuai standar teknis.
	2) Meningkatkan Kapasitas SDM sekolah
	Dinas Pendidikan perlu memberikan pelatihan manajemen pembangunan dan pengelolaan sarpras bagi kepala sekolah, bendahara BOS, dan panitia pembangunan. Hal ini penting agar pihak sekolah mampu menyusun RAB, mengawasi proyek fisik, dan melakukan pelapor...
	3) Menyediakan Skema Pembiayaan Alternatif dan Inovatif
	b. Mempercepat Digitalisasi Monitoring dan Evaluasi
	c. Mengintegrasikan Infrastruktur dengan Inovasi Pembelajaran Pembangunan infrastruktur sebaiknya tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga pada penyesuaian sarpras dengan kebutuhan Kurikulum Merdeka, seperti ruang proyek, ruang literasi, dan pembelaj...
	d. Menetapkan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Sarpras Pemerintah Provinsi perlu menyusun Rencana Induk (Masterplan) pembangunan sarana dan prasarana pendidikan 5–10 tahun ke depan, yang mengintegrasikan faktor demografi, perkembangan teknologi, per...
	e. Menjamin Keberlanjutan dan Pemeliharaan Fasilitas yang Telah Dibangun Setelah pembangunan selesai, perlu ada program pemeliharaan berkala serta pengawasan agar fasilitas tetap berfungsi optimal. Dinas Pendidikan dapat menetapkan pedoman penggunaan ...
	f. Menjalin Kemitraan Aktif dengan Komunitas dan Dunia Usaha Dalam konteks, Dinas Pendidikan dapat menjalin kemitraan aktif dengan industri lokal dan BUMN untuk pembangunan ruang praktik, donasi
	peralatan, dan pelatihan guru. Kerja sama ini penting untuk menciptakan link and match antara sekolah dan kebutuhan dunia kerja.

	DAFTAR PUSTAKA

